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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi bagi pelaku illegal 
logging dalam hukum pidana di Indonesia, hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten 
Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging, dan upaya Dinas 
Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana illegal 
logging. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis 
penelitian deskriptif. Hasil penelitian pengaturan sanksi bagi pelaku illegal 
logging ada 5 peraturan hukum yakni KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1967, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hambatan Dinas Kehutanan 
Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging seperti 
personil yang belum memadai, masyarakat tidak paham pentingnya hutan, 
masyarakat tidak paham aturan kehutanan, kurangnya sarana dan prasarana 
pemeliharaan hutan. Upaya Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam 
menanggulangi tindak pidana illegal logging seperti memonitoring hutan, 
koordinasi antara instansi, sebagai saksi ahli, pemantapan kawasan hutan, 
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. 
 




The study aims to determine the punishment rules for illegal loggers on criminal 
law and indonesia, the barries of wonogiri forestry department in tackling illegal 
logging,and the efforts of wonogiri forestry department in tackling illegal logging. 
The method in this study used empiric juridical which is using decription. We find 
5 (five) results about it, they are KUHP, Civil Law No 5 Year 1967, Civil Law No 
5 Year 1990, Cicil Law No 41 Year 1999, Civil Law No 18 Year 2013. The barries 
in this case include a weak team, the society not conceive about forest importance, 
the society not conceive about the forestry rules, lack of services in forest 
maintenance. The efforts of this case include forest monitoring, inter-agency 
coordination, as an expert witness, empowerment of forest communities. 
 




Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam 
menunjang pembangunan nasional.
1
 Indonesia merupakan negara tropis yang 
telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal 
maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran 
lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.
2
  Permasalahan 
illegal logging sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena 
tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga 
terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur.
3
 
Pengertian illegal logging diterangkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan yang berbunyi, “Pembalakan liar adalah semua kegiatan 
pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Departemen 
kehutanan mengungkapkan, pembalakan ilegal dilakukan oleh suatu bisnis 
kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat 
yang secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan.
4
 
Pada akhir tahun 2011, dari keseluruhan wilayah Kabupaten Wonogiri 
seluas 182.236,24 Ha masih terdapat lahan kritis (sangat kritis, agak kritis dan 
potensial kritis) seluas 44.184,355 Ha. Pembangunan sektor kehutanan 
mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Dinas Kehutanan 
merupakan salah satu dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Wonogiri yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah 
daerah dalam bidang Kehutanan.
5
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Masalah yang dikaji di penelitian ini adalah; (1) Bagaimana pengaturan 
sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal logging dalam hukum pidana di 
Indonesia?; (2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan 
Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging?; (3) 
Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam 
menanggulangi tindak pidana illegal logging? 
Tujuan penelitian adalah; (1) Untuk mengetahui pengaturan sanksi bagi 
pelaku tindak pidana illegal logging dalam hukum pidana di Indonesia; (2) Untuk 
mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri 
dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging; (3) Untuk mengetahui upaya 
yang dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi 
tindak pidana illegal logging. 
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis 
penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara 
dan data sekunder yaitu data hukum primer, dan sekunder. Metode pengumpulan 
data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara 
kualitatif. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging dalam 
Hukum Pidana di Indonesia 
Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, 
keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, 
dengan jalan mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik 
kepentingan orang-perseorangan atau individu, kepentingan masyarakat atau 




Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan 
Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus (Peraturan Tindak Pidana Khusus) 
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dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi 
pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, 
di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi 
memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).
7
 
Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus 
dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkndung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.”8 
Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (lex specialis) karena hukum 
kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan 
kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 
materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan 
lebih dahulu adalah hukum kehutanan.  Oleh  karena itu hukum kehutanan disebut 
sebagai lex specialis, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum 
lingkungan sebagai hukum umum (lex specialis derogat legi generali).
9
 
Betitik tolak dari pemikiran Natangsa Surbakti, Penegakan Hukum Pidana 
Islam (Jinayah),
10
 pembahasan mengenai pengaturan sanksi dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana hukum pidana administasi berjalan dalam konteks 
hukum kehutanan. 
Pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal logging dalam hukum 
pidana di Indonesia dibagi menjadi 5 (lima) pengaturan, pengaturan pertama yakni 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Pertama, KUHP pada waktu itu belum menggunakan kata “pembalakan 
liar/illegal logging” sebagai istilah baku dalam rumusan pasalnya. Namun, 
pembalakan liar/illegal logging dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan 
pencurian. Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian 
yakni Pasal 362 KUHP. 
Sebelum adanya Undang-Undang yang Khusus mengatur mengenai tindak 
pidana pembalakan liar/illegal logging para pelaku pembalakan liar dapat dijerat 
dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang ketentuan pidana cukup berat 
yakni 5 tahun sekaligus dengan denda. 
Kedua, untuk menjaga keutuhan hutan dan supaya tetap terpeliharanya 
fungsi hutan beserta isinya pemerintah telah melindungi dengan beberapa 
Undang-Undang yang saling berkaitan mengatur, yang merupakan landasan 
operasional pengelolaan hutan.
11
 Landasan hukum pembinaan hutan didasarkan 




Undang-Undang Pokok Kehutanan terdiri atas 8 (delapan) bab dan 22 (dua 
puluh dua) pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan, 
adalah: (1) pengertian hutan, hasil hutan, kehutanan, hutan menurut pemilikannya, 
dan fungsinya; (2) perencanaan hutan; (3) pengurusan hutan; (4) pengusahaan 
hutan; (5) perlindungan hutan; (6) ketentuan pidana dan penutup.
13
 Ketentuan 
sanksi berupa ketentuan pidana diatur dalam Pasal 19. 
Ketentuan mengenai kehutanan mulai diatur secara khusus dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1967 (UUPK), namun dalam UUPK belum mengatur 
secara jelas mengenai arti dari pembalakan liar itu sendiri. Begitu juga mengenai 
hukuman pidana penjara atau kurungan dan denda belum jelas berapa lama dan 
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jumlahnya. Serta adanya sanksi administratif mulai terlihat dalam undang-undang 
ini dengan adanya ketentuan mengenai benda yang digunakan untuk melakukan 
tindak pidana kehutanan disita untuk negara. Tindak pidana kehutanan sendiri 
dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. 
Ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini memuat tentang aturan khusus (lex 
specialis) dari Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK), karena Undang-
Undang Konservasi Hayati (UUKH) ini antara lain mengatur sebagian 




Undang-Undang Konservasi Hayati Terdiri atas 14 (empat belas) bab dan 
45 (empat puluh lima) pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang 
Konservasi Hayati adalah: (1) pengertian, asas, dan tujuan konservasi sumber 
daya alam; (2) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (3) pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; (4) kawasan 
suaka alam; (5) pengawetan jenis tumbuhan dan satwa; (6) pemanfaatan secara 
lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (7) kawasan pelestarian alam; 
(8) pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar; (9) peran serta masyarakat dalam 
konservasi sumber daya alam; (10) penyerahan urusan dan tugas pembantuan; 
(11) penyidikan; (12) ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan 
penutup.
15
 Ketentuan sanksi berupa ketentuan pidana diatur dalam Pasal 40. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UUKH) mengatur sebagian 
kawasan hutan. Dalam undang-undang ini perbuatan seseorang digolongkan 
menjadi 2 (dua) yakni; (1) sesuatu yang dilakukan dengan sengaja merupakan 
kejahatan, sedangkan (2) sesuatu yang dilakukan tidak dengan sengaja merupakan 
pelangaran, keduanya perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana. Sanksi pidana 
yang ada dalam UU ini cukup berat begitu juga dengan denda yang cukup besar 
nominalnya. Namun tidak ada sanksi administratif yang distita oleh negara. 
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Keempat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini merupakan salah 
satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang 
menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.
16
  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdiri atas 17 bab dan 84 pasal. 
hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah: (1) 
ketentuan umum; (2) status dan fungsi hutan; (3) pengurusan hutan; (4) 
perencanaan kehutanan; (5) pengelolaan hutan; (6) penelitian dan pengembangan, 
pendidikan dan latihan seta penyuluhan kehutanan; (7) penyerahan kewenangan; 
(8) masyarakat hukum adat; (9) peran serta masyarakat, (10) gugatan perwakilan; 
(11) penyelesaian sengketa kehutanan; (12) penyidikan; (13) ketentuan pidana, 
ganti rugi, dan sanksi administratif serta ketentuan peralihan dan ketentuan 
penutup. Ketentuan sanksi berupa ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Selain 
ketentuan sanksi berupa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 juga mengatur mengenai ganti rugi dan sanksi administrasi pada 
Pasal 80. 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini mangatur 
secara khusus tentang kejahatan atau pun pelanggaran yang dilakukan didalam 
hutan dengan ketentuan pidana yang cukup berat begitu juga dengan denda yang 
sangat besar. Dalam undang-undang ini sanksi pidana dan denda untuk kejahatan 
atau pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi diberlakukan 
sama. Begitu pula alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kehutanan 
dirampas oleh negara. Para pelaku tindak pidana kehutanan juga di bebani ganti 
rugi yang ditimbulkan oleh perbuatannya, serta sanksi administratif. 
Kelima, berbicara mengenai aturan pemberian sanksi bagi pelaku illegal 
logging. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum 
merumuskan secara jelas tentang definisi dari illegal logging (pembalakan liar), 
sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda. Tetapi setelah adanya 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan dirumuskan secara tegas mengenai pengertian pembalakan liar 
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 Pengaturan tentang Pembalakan liar (illegal logging) diatur 
dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “Pembalakan liar adalah 
semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang 
terorganisasi”. 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdiri atas bab 12 dan 114 pasal. 
hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah: (1) 
ketentuan umum; (2) asas, tujuan dan ruang lingkup pencegahan dan 
pemberantasan perusakan hutan; (3) pencegahan perusakan hutan; (4) 
pemberantasan perusakan hutan secaara umum, ketentuan pembuatan perusakan 
hutan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, 
pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana pelaku 
perusakan hutan; (5) lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; 
(6) peran serta masyarakat; (7) kerja sama internasional; (8) pembiayaan; (9) 
perlindungan saksi, pelapor dan informan; (10) ketentuan pidana, ketentuan 
peralihan dan ketentuan penutup. Ketentuan sanksi berupa ketentuan pidana diatur 
dalam Pasal 82 sampai 85. 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini mangatur 
secara khusus tentang kejahatan atau pun pelanggaran yang dilakukan didalam 
hutan dengan ketentuan pidana yang cukup berat begitu juga dengan denda yang 
sangat besar. Dalam undang-undang ini sanksi pidana dan denda untuk kejahatan 
atau pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi diberlakukan 
sama. Begitu pula alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kehutanan 
dirampas oleh negara. Para pelaku tindak pidana kehutanan juga di bebani ganti 
rugi yang ditimbulkan oleh perbuatannya, serta sanksi administratif. 
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3.2 Hambatan Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam Menanggulangi 
Tindak Pidana Illegal Logging 
Dinas Kehutananan Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu dinas daerah 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang Kehutanan. 
Hambatan yang dirasakan pada saat melakukan penanggulangan terhadap 
pembalakan liar (illegal logging) di sampaikan oleh Joko Fajar Kiswanto Selaku 
Kepala Bidang Kehutanan sebagai berikut:
18
 (1) Personil yang belum memadai. 
Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri belum memiliki personil khusus layaknya 
Dinas Kehutanan Provinsi maupun Perum Perhutani yang memiliki personil 
khusus seperti Polisi Hutan (POLHUT) ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS), (2) Masyarakat kurang paham akan arti pentingnya hutan dan manfaat 
hutan, yang mana hutan dapat memberikan manfaat yang  
sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, (3) Masyarakat 
kurang paham bahkan cenderung tidak mengerti dengan aturan kehutanan,  
(4) Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung terjaganya hutan dan 
pemulihan hutan. 
3.3 Upaya Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam Menanggulangi 
Tindak Pidana Illegal Logging 
Menghadapi hambatan yang ada akibat tindak pidana illegal logging 
membuat Dinas Kehutanan harus melakukan upaya untuk menanggulangi praktek 
illegal logging. Joko Fajar Kiswanto memaparkan upaya yang diberikan terhadap 
kendala yang timbul akibat praktek illegal logging antara lain:
19
 (1) Membantu 
memonitoring kawasan hutan terutama kawasan hutan hak yang mana 
kewenangan dan tanggungjawabnya menjadi milik Dinas Kehutanan, (2) 
Koordinasi antara Dinas Kehutanan, Perum Perhutani (KPH dan RPH), dan 
Kepolisian, (4) Turut serta membantu Perum Perhutani dalam pemantapan atau 
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pengukuhan kawasan hutan, (5) Membantu masyarakat sekitar hutan agar 
masyarakat juga mempunyai akses langsung terhadap kawasan hutan. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Pertama, Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Illegal Logging terbagi menjadi 
5 (lima) perkembangan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana 
illegal logging, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Kedua, hambatan yang dirasakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten 
Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging yaitu personil yang 
belum memadai, kurang pahamnya masyarakat tentang arti pentingnya hutan, 
kurang pahamnya masyarakat akan aturan kehutanan, kurangnya sarana dan 
prasarana yang mendukung terpeliharanya hutan. 
Ketiga, upaya Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri terhadap hambatan 
yang ada dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging yaitu membantu 
memonitoring kawasan hutan, koordinasi antara dinas kehutanan, perum 
perhutani, dan aparat kepolisian, sebagai saksi ahli jika terjadi praktek illegal 
logging, turut membantu perhutani dalam pemantapan kawasan hutan, ikut 
memberdayakan masyarakat sekitar hutan. 
4.2 Saran 
Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis akan memberikan 
beberapa saran berkaitan dengan Peranan Dinas Kehutanan dalam 
Menangggulangi Tindak Pidana Illegal Logging, sebagai berikut: 
Pertama, bagi pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya tidak 
tanggung-tanggung dalam membuat peraturan mengenai sanksi bagi para 
pelakunya baik berupa sanksi pidana, denda maupun sanksi administratif agar 
para pelaku tindak pidana illlegal logging jera dan menjadi pembelajaran bagi 
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masyarakat agar tidak melakukan praktik illlegal logging dan mentaati aturan 
hukum yang berlaku. 
Kedua, bagi Dinas Kehutanan khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten 
Wonogiri, hendaknya lebih giat dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan 
tentang pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup, serta agar masyarakat lebih 
sadar hukum untuk mengurangi praktik illlegal logging. 
Ketiga, kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Dinas Kehutanan, 
Perum Perhutani dan Masyarakat dalam menanggulangi praktik illlegal logging 
hendaknya ada kerja sama antara para pihak untuk melakukan suatu pengawasan 
agar tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang akan merusak hutan yang akan 
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